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MOTTO

Leadership is about taking resposibility, not making excuses.'

Kepemimpinan adalah tentang mengambil tanggung jawab, bukan
membuat alasan

(Mitt Romney)

"Mitt Romney
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RINGKASAN

Perusahaan grup dikenal juga dengan istilah Holding Company.Perusahaan
grup ini terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan.Perusahaan grup di
Indonesia saat ini belum diatur secara jelas dan pasti, namun terdapat peraturan
yang berkaitan dengan perusahaan grup yaitu Undang — Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.Perusahaan grup yang terdiri dari induk
perusahaan dan anak perusahaan ini memiliki suatu poros pimpinan.Pimpinan
dalam perusahaan grup ini sering disebut sebagai pimpinan sentral.Pimpinan
sentral diberikan kepada induk perusahaan.Hal tersebut disebabkan oleh saham
mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan.

Saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas anak perusahaan menjadi
salah satu alasan timbulnya keterkaitan induk dan anak perusahaan. Lahirnya
keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam kepemilikan saham
memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pimpinan sentral
dalam suatu bentuk perusahaan grup.Kewenangan yang dimiliki oleh induk
perusahaan berupa kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi
anak perusahaan.Secara tidak langsung dapat dikatakan induk perusahaan
mempunyai kendali atas anak perusahaan

Melihat dengan adanya suatu kendali dari induk perusahaan terhadap anak
perusahaan, menjadi pertanyaan bagaimana jika pengendalian dari induk
perusahaan dapat menimbulkan ketidakmandirian anak perusahaan. Sehingga
dengan adanya ketidakmandirian anak perusahaan ini menjadikan anak
perusahaan melakukan sesuatu yang sebenarnya membawa kerugian bagi pihak
lain, akan tetapi tindakan tersebut disadari merupakan instruksi induk perusahaan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami
hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari
kepemilikan saham dan [limited liabilit,dan untuk mengetahui dan memahami
tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak
perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas
instruksi induk perusahaan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penilitian yuridis normatif,
dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (Statue
Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), bahan hukum
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, bahan non hukum sedangkan analisa bahan hukum yang
digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan terkait saham
dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas
anak perusahaan. Jumlah saham induk perusahaan besarnya lebih dari lima puluh
persen dari presentase seratus persen. Hal ini menjadikan induk perusahaan
sebagai pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan dalam konstruksi
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perusahaan grup dan memberikannya kewenangan pengendalian atas anak
perusahaan. Pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dapat
menjadi berlebihan dan berubah menjadi pengendalian yang mendominasi akibat
instruksi dan dapat menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan. Sehingga
keberadaan saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan, menjadi peran
yang vital bagi konstruksi perusahaan grup.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat
dari prinsip limited liability mempunyai arti bahwa induk hanya bertanggung
jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pengaturan tentang tanggung jawab
terbatas tertuang pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor
40 tahun 2007.Keberadaan tanggung jawab terbatas ini seolah-olah memberikan
perlindungan bagi induk perusahaan. Sehingga untuk menepis hal tersebut dalam
pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007
menjelaskan bahwa ketentuan dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan
Terbatas nomor 40 tahun 2007 tidak berlaku apabila terpenuhinya unsur dari pasal
3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau yang
sering juga disebut piercing the corporate veil.

Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila
anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut
atas instruksi induk perusahaan dipandang bahwa induk perusahaan dinilai tetap
bertanggung jawab. Melalui prinsip enterprise liability induk perusahaan sebagai
pimpinan sentral dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan yang
merugikan pihak lain terkait perbuatan tersebut merupakan kewajiban anak
perusahaan kepada pihak lain. Enterprise liability ini membebankan tanggung
jawab hukum kepada induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan
yang berisiko.Induk perusahaan dinyatakan bertanggung jawab karena segala
perbuatan dari anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan
perusahaannya mendapatkan instruksi oleh induk perusahaan.Induk perusahaan
semestinya dapat menjauhkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang
berisiko.

Hendaknya induk perusahaan dalam mengatur anak perusahaan dalam
konstruksi perusahaan grup, tidak melebihi batas kewenangan dalam arti memberi
instruksi tidak semena-mena kepada anak perusahaan.Pemberian instruksi yang
semena-mena kepada anak perusahaan dapat menyebabkan hapusnya kemandirian
dari anak perusahaan sebagai suatu badan usaha.

Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus untuk
perusahaan yang berbentuk perusahaan grup karena belum adanya peraturan yang
mengatur lebih lanjut tentang perusahaan grup di Indonesia.Mengingat
perkembangan ekonomi di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu
dan telah banyak badan usaha yang berbentuk perusahaan grup yang lahir di
Indonesia.
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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia sudah
semakin berkembang, hal ini dapat diamati dari semakin majunya sektor ekonomi
dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi nasional menjadi salah satu hal
yang terpenting dari bidang yang lainnya. Semakin berjalannya waktu, Indonesia
dapat membuktikan dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia.
Kesuksesan ini tidak lepas dari peran suatu badan usaha dalam kegiatan ekonomis
yang dilakukannya. Pada umumnya badan usaha yang bergerak dalam kegiatan
ekonomi berbentuk sebagai suatu perusahaan. Perusahaan mempunyai peran yang
penting dalam suatu perekonomi dari sebuah Negara, termasuk perusahaan yang
ada di Indonesia.

Setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya, tidak terkecuali dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tujuan dari
perusahaan tersebut merupakan suatu dukungan dari kemajuan ekonomi nasional,
dan dapat pula membantu Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum.
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan sudah pasti haruslah melalui
suatu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Apabila dilihat dari tujuan suatu perusahaan yaitu untuk mendapat keuntungan,
akan tetapi tetap tidak diperbolehan suatu perusahaan dalam kegiatan ekonominya
menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tesebut.

Pada masa ini, bentuk-bentuk perusahaan semakin beragam. Salah satu
yang sering kita dengar adalah perusahaan yang berbentuk sebagai perusahaan
grup. Perusahaan grup ini dikenal juga dengan istilah Holding Company.
Perusahaan grup ini terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan.
Kemunculan perusahaan grup ditandai oleh perubahan struktur organisasi

perusahaan tunggal dengan model bisnis yang sederhana menjadi perusahaan grup
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dengan model bisnis yang lebih kompleks.”? Menurut Florian Méslein perusahaan
grup ini terdiri dari perseroan-perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian
yuridis, tetapi terkait secara ekonomi oleh suatu kepemimpinan sentral.’ Induk
perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang
mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu
kesatuan ekonomi. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan
anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai Holding
Company.4

Menurut Bryan A. Garner, Holding Company adalah suatu perusahaan
yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi
perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.” Dapat dilihat disini
bahwa induk perusahaan menguasai sebagian dari saham anak perusahaan.
Kewenangan maupun tanggung jawab dari induk perusahaan terbatas sebanyak
saham yang ada.

Pada umumnya perusahaan grup didirikan dengan tujuan memperluas
kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Holding Company lazim diadakan
dengan tujuan agar dapat diselenggarakan penguasaan ekonomis dalam skala yang
lebih besar, menghilangkan kompetisi atau untuk menjamin stabilitas penyediaan
bahan yang kontinyu.® Perusahaan grup ini dapat terjadi melalui pendirian anak
usaha perusahaan, pemisahan usaha, pengalihan saham.

Holding Company dimulai pertama kali pada tahun 1889 di Negara
bagian New Jersey. Pada saat itu hukum perusahaan grup yang digunakan adalah
dengan pendekatan entity law atau entitas hukum. Pendekatan entity law ini
menurut Sulistiowati dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap perseroan

merupakan badan hukum mandiri sehingga induk perusahaan ataupun anggota

* Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Jakarta:
Erlangga, 2010), him 31.

*Ibid, hlm 56.

‘Ibid, him 24.

*Ibid

% Rudhi Prasteya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm
145.
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perusahaan kelompok tidak bertanggung jawab atas utang ataupun perbuatan
hukum anggota perusahaan kelompok yang lain.’

Perusahaan grup atau Holding Company di Indonesia sudah tidak dapat
dikatakan sebagai bagian yang kecil. Melihat semakin banyaknya perusahaan grup
yang ada. Perusahaan grup yang sering kita ketahui, sudah banyak berkembang.
Terkadang bukan hanya persoalan tentang induk dan anak perusahaan saja, akan
tetapi juga terdapat cucu perusahaan. Rata-rata perusahaan grup di Indonesia yang
tekenal merupakan perusahaan keluarga. Lain halnya dengan itu, banyak juga
perusahaan grup di Indonesia yang merupakan perluasan dari perusahaan luar
negeri. Alasan perusahaan grup tersebut memilih membuka anak perusahaan di
Indonesia salah satunya agar biaya produksi lebih murah dikarenakan lebih dekat
dengan bahan baku.

Perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan kesatuan ekonomi.
Disini perusahaan induk merasa memerlukan suatu perluasan dan tambahan dalam
kegiatan perusahaannya. Berbagai macam alasan menjadi dasar bagi perusahaan
untuk membentuk suatu anak perusahaan. Apabila kita melihat secara jelas bahwa
kepemilikan saham menjadi suatu penghubung antara induk perusahaan dan anak
perusahaan ini. Kepemilikan suatu perseroan atas saham pada perseroan lain
melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan
dapat menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
anak perushaan, mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak
perusahaan, ataupun melakukan mengalihkan pengendalian terhadap anak
perusahaan kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian.®

Melihat dengan adanya suatu kendali dari induk perusahaan terhadap
anak perusahaan, menjadi pertanyaan bagaimana jika pengendalian dari induk
perusahaan dapat menimbulkan ketidakmandirian anak perusahaan. Sehingga
dengan adanya ketidakmandirian anak perusahaan ini menjadikan anak
perusahaan melakukan sesuatu yang sebenarnya membawa kerugian bagi pihak

lain, akan tetapi tindakan tersebut disadari merupakan instruksi induk perusahaan.

"Sulistiowati, Op. cit, hlm 42.
¥Ibid, hlm96.
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan
judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK
PERUSAHAAN.”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
1. Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak
perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan prinsip limited liability?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain
apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak

lain tersebut atas instruksi induk perusahaan?

1.3.Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang
dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan
penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan
kurikulum Fakultas hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh
dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dimasyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yangberguna

bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.
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1.3.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara induk perusahaan
dengan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan limited liability.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum induk perusahaan
terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang

merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan.

1.4. Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian
ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian
hukum sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan
logis.Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian,

pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu
hukum, bukan sekedar know-about.’Sebagai kegiatan know-how, penelitian
hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.'’ Disinilah
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian
memberikan pemecahan atas masalah tersebut.''Tipe penelitian yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (legal research). Menurut
Peter Mahmud Marzuki tipe penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

? Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), him. 60
“Ibid.
Uibid.
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1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan
tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu
yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam
tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan undang-undang(statue approach).

Pendekatan undang-undang (statue approach) adalah pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi.'’Dalam metode pendekatan perundang-
undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan
perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.Hal ini dilakukan karena
memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang
dihadapi.'"Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-
mencari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum."

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan saran dari suatu penelitianyang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada.Sumber-sumber penelitian hukum
dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.'°Disamping sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga dapat
menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu.Dalam penelitian
skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan non hukum.

"2 Peter, Op. cit. him137
BIbid.

Y Ibid. him 177

SIbid.

YIbid. him 137
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1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas.''Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.'"® Adapun yang termasuk
sebagai sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap
permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi.'’Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan.”’Bahan hukun sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah buku-buku teks yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik,
ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penelitian.”'Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialah

YIbid. him. 181
Sibid.
PIbid.
bid.
' Ibid. hlm. 142
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berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan

bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.5 Analisis Bahan Hukum
Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data
secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan tanggung jawab hukum bagi induk
perusahaan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaansehingga
diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada.Sehingga
diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:**
1. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
permasalahan hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam

kesimpulan.

21bid. hlm. 213
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BAB 2.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tanggung Jawab
2.1.1Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib
menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab menurut Ridwan Halim adalah
sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu
merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Sedangkan dalam kamus
hukum terdapat 2(dua) istilah mengenai tanggung jawab, yaitu:
a. Responsibility

Responsibility menurut kamus hukum berarti hal yang dapat
dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan,
keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung
jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan
praktis responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.*’
b. Liability

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir
semua karakter risiko atau tanggung jawab, bergantung atau mungkin meliputi
semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial kerugian,
ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk
melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah
liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat
kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

* Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia,

2006, hlm 57.
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2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat
dibedakan sebagai berikut:
a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault
liability atauliability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku
dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip
ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara
hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan
adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya
bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam
masyarakat.**
b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia
tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat.
Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast).
c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga
untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi
konsumen yang sangat terbatas.>
d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (s#rict liability) sering diidentikkan dengan
prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula
para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.
Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung

jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun

*Ibid. hlm 73.
2 Ibid. him 76.
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ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari
tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute
liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada
pengecualiannya.?

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability,
dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung
jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang
dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak
e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability
principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai
klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Salah satu contoh
dalam prinsip ini adalah dalam prinsip perjanjian cuci cetak film, misalnya
ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk
akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian

sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.*’

2.2. Perusahaan
2.2.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan menurut Molengraaf perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk
memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-
barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.”® Sedangkan menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1
huruf b perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

*Shttp://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html diakses pada
tanggal 2 Desember 2015 pada jam 08.28 WIB

T Ibid
** R. Sukardono (1983: hlm 21) dalam Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan Analisis

Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di
Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm 3.
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berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam Undang-undang perusahaan dipandang dari dua segi, yaitu segi
organisasi atau lembaga dan segi aktivitas. Dari segi organisasi atau lembaga,
tampak bahwa perusahaan itu berupa sebuah badan usaha dengan komponen-
komponen tertentu. Inilah yang disebut bentuk hukum (onderneming/company)
dari suatu perusahaan yang berupa badan hukum atau bukan badan hukum.?’ Dari
segi aktivitasnya, perusahaan menjalankan suatu kegiatan usaha dibidang yang
bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, misalnya menjalankan kegiatan
pabrik, kegiatan distribusi, dan sebagainya, yang menunjuk pada kesatuan

aktivitas perusahaan.

2.2.2 Unsur-Unsur Perusahaan

Ada beberapa unsur-unsur dari perusahaan sehingga suatu badan usaha
dapat dikatakan sebagai perusahaan. Unsur-unsur perusahaan yaitu antara lain
badan usaha, kegiatan dalam bidang ekonomi, terus menerus, terang-terangan,
keuntungan dan atau laba, dan pembukuan. *'
a. Badan Usaha

Unsur pertama yang ada dalam perusahaan adalah badan usaha. Setiap
perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk
hukum itu menunjukan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang
menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan
usahanya dalam bidang perekonomian tidak dipungkiri lagi memiliki bentuk
badan usaha. Hal tersebut mempunyai suatu penjelasan tersendiri, bahwa apabila
suatu perusahaan tidak mempunyai bentuk badan usaha, maka hal tersebut hanya

sebagai pekerjaan. Macam-macam badan usaha dapat dilihat dari beberapa

¥ Bdk. R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro (1995: hlm 3) dalam Janus Sidabalok,
Op. cit. him. 5.
% Bdk. R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro (1995: him 3) dalam Janus Sidabalok,

ibid. hlm. 5.
3'Ibid, him 5.
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kriteria pembeda yang ada, seperti berdasarkan dari pemilikannya, jumlah atau
besaran modal, lingkup kegiatan usahanya, bentuk badan usahanya dan status
badan hukumnya. Menurut pemilikannya dapat dibedakan dengan perusahaan
negara dan perusahaan swasta. Sedangkan perusahaan swasta terdiri dari
perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta
campuran. Menurut jumlah atau besarnya modal terdiri dari perusahaan besar,
perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Menurut lingkup kegiatan usahanya
terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan transnasional atau multinasional.
Menurut bentuk badan usahanya terdiri dari badan usaha swasta dan perusahaan
negara. Badan usaha swasta terdiri dari usaha perorangan, persekutuan perdata,
persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi.
Sedangkan perusahaan negara terdiri dari persero dan perum (perusahaan umum).
Menurut status badan hukumnya dapat dibedakan menjadi perusahaan berbadan
hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.
b. Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi

Unsur perusahaan yang kedua adalah kegiatan dalam bidang ekonomi.
Hal ini merupakan perwujudan dari kegiatan ekonomi yang tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak bertentangan denga kepentingan umum dan kesusilaan, dan
tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.
c. Terus Menerus

Unsur perusahaan yang ketiga adalah terus menerus. Terus menerus yang
dimaksud disini yaitu kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan
dalam akta pendirian atau surat izin usaha.>
d. Terang-Terangan

Unsur perusahaan selanjutnya adalah terang-terangan. Terang-terangan
ini mempunyai penafsiran bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya
dilakukan secara terbuka dan diketahui secara umum. Unsur ini merupakan

pengakuan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat

32 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk perusahaan Teori dan Contoh Kasus (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group,2010), him. 91.
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dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin
usaha dengan begitu perusahaan memperoleh legitimasi secara hukum.
e. Keuntungan Dan Atau Laba

Unsur perusahaan berikutnya adalah keuntungan dan atau laba.
Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan utama memperoleh
keuntungan dan atau laba. Keuntungan dan atau laba ini merupakan hasil dari
kegiatan perusahaan, yang berupa nilai lebih yang diperoleh dari modal yang
ditanamkan.” Pada mulanya keuntungan atau laba menjadi satu-satunya tujuan
perusahaan seperti yang dikemukakan Adam Smithyang mengatakan the only duty
of the corporation is to make profit.’*
f. Pembukuan

Unsur perusahaan yang terakhir adalah pembukuan. Unsur perusahaan
yang satu ini merupakan pembukuan yang berisi catatan terkait aktivitas
perusahaan dan hasilnya. Pembukuan ini pula yang nantinya akan menjadi dasar
evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan dari pengurus perusahaan.’
Pembukuan kemudian menjadi bukti tentang hak dan kewajiban perusahaan

dengan pihak ketiga dan sebaliknya.*®

2.2.3 Bentuk Perusahaan

Berdasarkan bentuk badan usahanya, di dalam perundang-undangan
maupun ditengah-tengah masyarakat dikenal beberapa bentuk badan usaha
sebagai berikut:
a. Perseroan (maatschap)

Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud
untuk membagi keuntungan.’” Dalam bentuk perusahaan ini, terdapat beberapa

orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna

3 Janus Sidabalok, Op. cit. hlm. 9.
** Sofyan Djalil (2003: hlm. 4), dalam Janus Sidabalok, ibid. him. 9.

*Ibid. hlm. 9
*Ibid. hlm. 9
37 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 1618
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memperoleh keuntungan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing
berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan
kerja/kerajinannya.’® Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja
sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu
yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya
menyumbangkan tenaganya saja.>’

b. Perseroan Firma (fa, V.O.F)

Perseroan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk
menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.*’ Firma adalah
persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama. Tiap-tiap
firma tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan
pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang
firma secara renteng.*' Tiap-tiap persero yang didirikan untuk menjalankan
perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung
dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.*’
Dengan nama bersama itu juga dipakai nuntuk mendatangani surat menyurat
perusahaan. Dibelakang nama bersama itu sering ditulis perkataan Co atau Cie,
yang artinya Co adalah Compagnon yang berarti kawan, dan yang dimaksud
adalah orang yang turut berusaha. Cie adalah singkatan dari Compagnie, yang
sebetulnya berarti kelompok yang dimaksud, yaitu orang atau orang-orang yang
bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita.*

c. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan
yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih

sebagai pelepas uang pada pihak lain.** Perseroan Komanditer di antara Firma dan

* Farida Hasyim, Hukum Dagang (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 138
*Ibid. him. 138

0 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16

*'Farida, Op. cit. him. 140.

“Ibid. him. 141.

“Ibid. him. 141.

* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19
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Perseroan Terbatas, dengan demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran
uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu
orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng, di satu
pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang.*’ Farida Hasyim
dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang menjelaskan bahwa persekutuan
komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan
sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi
pengurus persekutuan sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang
tidak ikut mengurus persekutuan.*°

d. Perseroan terbatas (PT)

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan terbatas pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya disebut Perseroan,
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas menunjukan sistem
pertanggung jawaban anggota/pemegang sahamnya.?’ Sebagai badan hukum,
perseroan terbatas menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat bertindak sendiri
di dalam hukum (di dalam maupun diluar pengadilan), terlepas atau terpisah dari
pribadi pemegang sahamnya.**

e. Bentuk-bentuk usaha milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimilki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.* Tujunannya adalah
mewujudkan kesejahteraan rakyat . Dalam pasal 2 Undang-Undang ini dijelaskan
maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yaitu untuk memberikan sumbangan

bagi perkembangan ekonomi nasional, untuk kemanfaatan umum, dan juga

“Farida, Op. cit. him. 144

“Ibid. hlm. 144

*7 Janus Sidabalok, Op. cit. hlm 111

“Ibid. hlm. 114

* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1
butir 1
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menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor

Swasta.

2.3. Holding Company
2.3.1 Pengertian Holding Company

Menurut Ray August holding company adalah perusahaan yang dimiliki
oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk
mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak
perusahaannya.” Sedangkan menurut Garner Holding Company adalah suatu
perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam
membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.”’ Terkait
peraturan yang mengatur holding company ini, Indonesia belum menyediakan
peraturan khusus mengenai perusahaan grup. Akan tetapi, dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan adanya induk
dan anak perusahaan. Perusahaan grup atau Holding Company dapat terbentuk

dengan cara mendirikan perseroan baru maupun akuisisi.

2.3.2 Pengertian Induk Perusahaan

Perusahaan induk ini dapat dikatakan sebagai perusahaan pengendali dari
anak perusahaan. Perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan
grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga
tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.>* Perusahaan
induk pada umumnya telah memberikan suatu instruksi kepada anak perusahaan
dalam kegiatan perusahaanya. Dalam peranannya sebagai pemegang kendali atas
anak perusahaan, tidak serta merta mengekang kebebasan dari anak perusahaan.
Disini induk perusahaan juga memberikan kebebasan bagi anak perusahaan untuk
mengatur perusahaannya. Akan tetapi perlu diingat sekali lagi, kebebasan yang

diberikan ini juga tetap harus dalam pengawasan dari induk perusahaan.

* Ray August (1999: him 192) dalam Sulistiowati, Op. cit. him. 24
> Bryan A. Garner (2001: hlm 117) dalam Sulistiowati, Op. cit. hlm. 24
> Sulistiowati, Op.cit. hlm. x
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2.3.3 Pengertian Anak Perusahaan

Menurut  Sulistiowati anak perusahaan adalah perusahaan yang
menjalankan kebijakan atau instruksi pimpinan sentral.”> Dimana pimpinan
sentral ini merupakan induk perusahaan yang mengatur maupun mengendalikan
keberlangsungan dari anak perusahaan. Sehingga induk perusahaan dapat
mengetahui apapun yang dilakukan oleh anak perusahaan. Terbentuknya anak
perusahaan dapat melalui pendirian anak perusahaan, pemisahaan usaha,

pengalihan saham.

2.4 Kerugian

Kerugian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kondisi dimana
seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan.
Kerugian dalam hukum dapat dibedakan menjadi kerugian materil dan kerugian
imateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh
pemohon.”* Kerugian imateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan
akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan

keuntungan yang mungkin diterima pemohon di kemudian hari.”

>Ibid

*http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-
kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia diakses pada tanggal 5 November
2015 pada jam 22.36

“Ibid
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BAB 4.
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan terkait saham
dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas
anak perusahaan. Jumlah saham induk perusahaan besarnya lebih dari lima puluh
persen dari presentase seratus persen. Hal ini menjadikan induk perusahaan
sebagai pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan dalam konstruksi
perusahaan grup dan memberikannya kewenangan pengendalian atas anak
perusahaan. Pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dapat
menjadi berlebihan dan berubah menjadi pengendalian yang mendominasi akibat
instruksi dan dapat menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan. Sehingga
keberadaan saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan, menjadi peran
yang vital bagi konstruksi perusahaan grup.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan
dilihat dari prinsip limited liability mempunyai arti bahwa induk hanya
bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pengaturan tentang tanggung
jawab terbatas tertuang pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
nomor 40 tahun 2007. Keberadaan tanggung jawab terbatas ini seolah-olah
memberikan perlindungan bagi induk perusahaan. Sehingga untuk menepis hal
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40
tahun 2007 menjelaskan bahwa ketentuan dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 tidak berlaku apabila terpenuhinya unsur
dari pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007
atau yang sering juga disebut piercing the corporate veil.

2. Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila
anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut
atas instruksi induk perusahaan dipandang bahwa induk perusahaan dinilai tetap

bertanggung jawab. Melalui prinsip enterprise liability induk perusahaan sebagai

52


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

53

pimpinan sentral dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan yang
merugikan pihak lain terkait perbuatan tersebut merupakan kewajiban anak
perusahaan kepada pihak lain. Enterprise liability ini membebankan tanggung
jawab hukum kepada induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan
yang berisiko. Induk perusahaan dinyatakan bertanggung jawab karena segala
perbuatan dari anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan
perusahaannya mendapatkan instruksi oleh induk perusahaan. Induk perusahaan
semestinya dapat menjauhkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang
berisiko.
4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab
pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Hendaknya induk perusahaan dalam mengatur anak perusahaan dalam
konstruksi perusahaan grup, tidak melebihi batas kewenangan dalam arti
memberi instruksi tidak semena-mena kepada anak perusahaan.
Pemberian instruksi yang semena-mena kepada anak perusahaan dapat
menyebabkan hapusnya kemandirian dari anak perusahaan sebagai suatu
badan usaha.

2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus untuk
perusahaan yang berbentuk perusahaan grup karena belum adanya
peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang perusahaan grup di
Indonesia. Mengingat perkembangan ekonomi di Indonesia telah
berkembang seiring berjalannya waktu dan telah banyak badan usaha
yang berbentuk perusahaan grup yang lahir di Indonesia.

3. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang jelas dalam hal
melindungi anak perusahaan dari tindakan semena-mena yang dilakukan
oleh induk perusahaan. Walau anak perusahaan sejatinya mempunyai
tujuan untuk mendukung kegiatan usaha dari induk perusahaan, akan
tetapi tidak menutup kemungkinan induk perusahaan dapat
memanfaatkan anak perusahaan sebagai tujuan tertentu yang dapat

merugikan anak perusahaan itu sendiri.
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